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TINTANG 

PED.OMAN PilNENTUAN HARGA MINIMAL PENJUALAN KENDARAAN 
DIN AS DJ LINCKUNGAN P6.MERINTAH KOT A PALEMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

: a . bahwa dalam rangka optim:alisasi pengetolaan aset daerah 
berupa kendacaan dinas yang din.ilai sudah tidak ekonomis, 
bexdaya guna clan lcbih mengw1tungkan daerah apabila 
dilaksanakan penjualan perlu d.ibuat pcdoman penenluan harga 
minimal penjualan kendaraan dinas dilingkungan t'emerintah 
Kota Palembang; 

b. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
l11.1ruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang 
tentang Pedciman Pencnluan Harga Minunal Penjualan 
Ke11oaraan Dinqs di T. ingkungan Pemerintah F;:ota Palembang. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatcra Sela tan {Lembaran 
Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tamba.han Lembaran Negara 
RI Nomor 1281}; 

2 Ondang-Ondang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembar.µi Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tarnba.han 
Lembaran Nega.ra RI Nomor 4437) sebagaimana tclah beberapa 
kali diubah terakhir kali dengan Ondang-Undang Norn.or 12 
tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl 
Tahu.n 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara RJ 
Nomor 4484); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 'Pcrimbangan 
r<euangan antara Pemerintah Pusat dan Pem.erintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembar.m Negara RI Nomor 4438); 

4. Undang-undang Non,or 12 Tahun 2011 tentang Pemben~ 
Peraturan Perundang-u:ndangan ( lem.bamn Negara RI Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

5. Peratw:an Pemerintah Nomor 38 Tahw, 2007 tentang Pembagian 
U.rusan antara Pcmerintah, P.emerintah Oaerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota (Le.mbaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambah.an Lembaran Negara RI 
Nomor 4737); 



Mcnetapkan 

6. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomur 17 Tahuri i007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae.rah; 

7. Peraturan Daerah Kota Paleo1bang Nomor 2 Tahun 2007 
te.ntang .Pukok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomot 2); 

8. Peraturan Daerah Kuta Palembang Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Uru!;an Pernerintahan Kola Pa1embang (Lembaran 
DaeJ:8)1 KotaPalembang Tahun 2008 Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kot:a Palembang N('lmor 7 Tahun 2008 
lentang Pengelolaan 13arang Mllik Daerah (Um\baran Da~rah 
Kota Palembang Iahun 2008 Nomor 7); 

"IO. l'C!raturan Daerah. Kota Palembang Nomor 8 Tahwi: 2008 
tentang Stru.ktur Organisa.si dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kota Palembang, Sekretariaf Dewan Penvakilan Daerah Kuta 
Paleinbai1g dan Sta£ Ahli Wallk',lta (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 8); 

11. Pernturan Walikota Palembang Nomor 8.a Tahw1 2013 tentang 
Sistern dan Prosedur Barang Mil.ik Daer<1h (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2013 Nornor !ta). 

MEMUTUSKAN: 

: l'TIRATURAN WALlKOTAPALEMBANGTENTANG-PEDOMAN 
PBNENTUAN RARGA MINIMAL PENJUALAN KENDARAAN 
D1NAS DTl.lNGKUNGAN PEMERINTAH KOTAPAL6¥BANC 

Pasal1 
Oeng.m pcraturan mi, ditetapkan Pt>tioman Ponentuan Harga 
Minimal l'enjualan Kendaraa:n Dinas di Lingktmgan Pemerlntah 

Kola Palembang. 
Pasal 2 

Pedoman Pcnentµan Harga Minimal Penju;ilan Kem.laraan Dinas di 
Lingl<.ungan PE?merintah Kota Palembang_ ditctapkail sebagai 
berikut : 
1) Kon·daraan Perorangan Dinas c-litenrukan sebagai bcrikut: 

e. J(endaraan i,erorangan dinas yang luiah berumur 5 (llina) 
tahun sampai dengan 7 (L1.tiuh) ta,hun, hargl!. j~1alnya 
adalah 40% (empat pUluh persen) dari ha.rga 
unrnm/ pasaran yang berlah'll; 

b. Kendarnan perol'angan clinas yang telah berumur 8 
(c!clapan) tahun atau lcbih, har_ga jualnya '20% (duapuluh 
perscn) darl harga umum/ pasaran yang berlaku.; 

2) Kendo.raan Dinas operasional/kendaraan dinas jabaian 

ditcntukan sebagai berikut: 
a . Dasar pe.rhitungan nilni limit Harga Jual (HJ) terendah 

kendaraan tcrsebut d.ill?tapkan dengan perkalian antara 
Nilai Jual Kendaraan (NIK) d engan Hasil Pemeriksaan 
Tekn.is Fisik Kenda:raan (HPTPK) ditambah 13iaya 
Perawatan/ Perbaikan (BP) selama 1 (satu) tahun terakhir. 

Atau dcnganIWnusanRJ-= NJK "'HPffK + 13P. 



b. Perhitungan nilai jual kendaraan hecpedoman pada 
_perhiturtgan,nilai ju.al kcndaraan-1'&\g clike.luarkan oleh U.nit 
Pelaksana Tekni$ Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan qiie:rah 
Provinsi Su:matera Selatan Kota :J?akznbang. 

c. B'asil Pe.meriksaan Teknis Fisik kendaraao berpedoman 
pada basJ1 pemeriksaan teknis flsik kendaraan yang 
dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDYBala.i 
Perigujian Kendaraan Bennotor Dinas Perhubungan l<:o!a 
Patemba.ng. 

d. Bieya Perawatar;i dimasukkan di clalam hargi, jual kendaraan 
d:inas apabila terdapat pemeliharaan kendar:aan rersebut 
selama kurun waktu' 1 -(satu) 1:allua reni.klti:r. 

PasaJ3 
Setiap penjualan/lelang "kericlaraa.n pei:omngan diruts dan 
kendaraan ctinas ope-ra.sionaJ/kendaraao din.e:s jabatan 

dillngkungan Pemerintah 1<01:a Palembang yang dila.knlcan dengan 
mekanisme !clang umum. maupWl lelaJJg teroafas dalam 
menentukan haTga mini:malnya mempedomam Petahmm Walikota 
ini. 

Pasal4 
Menugaskan lccpada Sekretaris Daerah Kot.1 Palembang selaku 
Pengelola Barang untuk mengkootdinir dan mengendal.ikah 
penjualan/lelang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kota 
Palembang. 

Pasal 5 
Peraturan-i:nimufui berlakn pad.a t:anggal diur.idangl<an.. 

Agar set:iap cn;mg mengetahuinya, mernerintab'kan penguni:langan 
Feraturan inl, den~:~eatannya <lalam Berita Da<?.rah Kota 
Palembang. 

Diundan kan di Palembang 
.Pai:la tan~· J'4 - 4 ~ ~O\~; 

FIL. SEKRET ARIS DA.ERA fl 

. 1<1Ari;~ANG .. 
u!~A\'AT 

Ditctapkan,di Palembang 
Padaianggal ' ~ ~L- 2013 

BERITA DAERAl:l. KOTA PALIDvIBAl.\lG 
TAAUNW'l~.NOMOR ~ 


